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RINGKASAN

Ulil Adilah Anameci, Januari 2026 TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN PASAL
67 UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PTUN MELALUI PERMA NO. 1 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP.
Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, 55 halaman, Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya koflik norma antara asas presimptio iustae
causa dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (UU PTUN) dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
UU PTUN menegaskan bahwa gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan, sedangkan
PERMA memberikan kewenangan kepada hakim untuk menunda pelaksanaan keputusan
dalam sengketa lingkungan hidup. Pertentangan ini memunculkan perdebatan hierarki
norma (Lex Superior) dan ketidakpastian hukum mengenai validitas penyimpangan asas
tersebut, mengingat urgensi perlindungan lingkungan dari kerusakan yang bersifat
permanen.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini berfokus pada validitas yuridis penyimpangan asas
tersebut. Timbul pertanyaan mendasar mengenai apakah ketentuan dalam PERMA yang
secara hierarki lebih rendah dapat mengesampingkan larangan penundaan yang diatur
dalam Undang-Undang, serta bagaimana konstruksi hukum yang tepat untuk
membenarkan penyimpangan tersebut demi kepetingan ekologis tanpa mencederai
kepastian hukum acara yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Apakah asas bahwa gugatan tidak
menunda pelaksanaan KTUN dapat disimpangi dalam perkara lingkungan hidup menurut
PERMA No. 1 Tahun 2023; dan (2) Bagaimana mekanisme procedural penyimpangan asas
tersebut dalam praktik peradilan tata usaha negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan sifat
deskriptif analitis. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual untuk membedah hierarki norma serta asas-asas preferensi hukum. Bahan
hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UU PTUN, UU PPLH, PERMA
No. 1 Tahun 2023, PP No. 22 Tahun 2021) dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif.
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Hasil yang diperoleh dari penelitian, sebagai berikut:

1.

Asas larangan penundaan dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN dapat disimpangi secara
sah dalam sengketa lingkungan hidup. Meskipun secara hierarki PERMA berada di
bawah Undang-Undang, penyelesaian konflik norma ini dilakukan dengan
menerapkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. PERMA No. 1 Tahun 2023
berkedudukan sebagai aturan hukum khusus yang mengesampingkan ketentuan umum
UU PTUN demi mengutamakan keselamatan ekologis (salus populi suprema lex
esto). Validitas penyimpangan ini juga diperkuat oleh pendekatan perizinan berbasis
risiko dalam PP No. 22 Tahun 2021 dan penerapan Prinsip Kehati-hatian untuk
mencegah kerusakan lingkungan yang tidak dapat terpulihkan.

Mekanisme penyimpangan asas tersebut dilakukan melalui prosedur litigasi khusus
yang meliputi tiga tahapan utama: (a) Penggugat mengajukan permohonan penundaan
dengan mendalilkan adanya potensi kerusakan ekologis yang nyata, bukan sekadar
kerugian materiil; (b) Hakim menerapkan asas dominus litis (hakim aktif) untuk
menilai urgensi ancaman lingkungan tanpa terpaku ada formalitas pasif, dan (c)
Majelis Hakim menerbitkan Penetapan Sela (Penetapan Penundaan) yang bersifat
mengikat untuk membekukan sementara pelaksnaan KTUN atau aktivitas di lapangan
sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.



Ulil Adilah Anameci, Januari 2026 TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN PASAL
67 UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PTUN MELALUI PERMA NO. 1 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP.
Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, 55 halaman, Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pertentangan norma terjadi antara asas presumption iustae causa dalam Pasal 67 ayat (1)
UU PTUN yang melarang penundaan pelaksanaan keputusan, dengan Pasal 15 PERMA
No. 1 Tahun 2023 yang mengizinkannya dalam sengketa lingkungan hidup. Konflik ini
memicu perdebatan validitas hukum mengingat posisi PERMA yang secara hierarkis
berada di bawah Undang-Undang (Lex Superior), namun bertujuan vital untuk mencegah
kerusakan ekologis permanen. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas yuridis
penyimpangan asas tersebut serta mekanisme penerapannya.

Menggunakan metode penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis,
penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas larangan penundaan
dapat disimpangi secara sah. Penyelesaian konflik norma dilakukan melalui penerapan asas
Lex Specialis Derogat Legi Generalis, di mana PERMA sebagai aturan khusus
mengesampingkan ketentuan umum UU PTUN demi keselamatan ekologis (salus populi
suprema lex esto). Validitas ini diperkuat oleh pendekatan berbasis risiko dalam PP No. 22
Tahun 2021. Mekanisme penyimpangannya dilakukan melalui prosedur khusus: pengajuan
permohonan berbasis bukti potensi kerusakan nyata, penerapan peran aktif hakim (dominus
litis) dalam menilai urgensi, dan penerbitan Penetapan Sela untuk membekukan
pelaksanaan keputusan selama proses persidangan.

Kata Kunci : Penerapan Asas, TUN, PERMA No. 1 Tahun 2023
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